NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR : MoU.01/Ka.BPIP/02/2024
NOMOR : MOU/09/2024

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu

dua puluh empat (23-02-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. YUDIAN WAHYUDI : Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan
Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila Republik Indonesia, selanjutnya

disebut PIHAK KESATU.

II. RADEN IIP HIDAJAT : Penjabat Bupati Kuningan, berkedudukan di
Jalan Siliwangi Nomor 88, Kuningan, Jawa
Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Daerah Kabupaten

Kuningan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama
dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-

sendiri disebut PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa latar belakang Nota Kesepakatan ini adalah dalam rangka
pembinaan Ideologi Pancasila dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di
Kabupaten Kuningan perlu adanya sinergi perencanaan baik di tingkat
Pemerintah  Pusat ataupun di tingkat Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, berdasarkan hal tersebut Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan akan
melaksanakan sinergi terkait Pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila

di Kabupaten Kuningan.



2. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia,
yang mempunyai tugas membantu presiden dalam merumuskan arah
kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara
menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan
standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan
dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian
terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila
kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan
daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara pemerintah
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom sesuai ketentuan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun
2023, maka pemerintah daerah dapat mengadakan kerja sama dengan
mempertimbangkan prinsip efektivitas pelayanan publik, sinergi dan
saling menguntungkan; dan

bahwa guna mendukung pembinaan ideologi Pancasila di Kabupaten
Kuningan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan
yang dilampiri dengan rencana kerja program dan kegiatan berdasarkan
tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 17}

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah
dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 371); dan

6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi
Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi
Pancasila dengan ketentuan dan Syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi PARA
PIHAK dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk mewujudkan kerja sama
berdasarkan semangat gotong royong bagi PARA PIHAK dalam rangka
aktualisasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang berasaskan nilai-nilai
Pancasila di Kabupaten Kuningan sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2
MANFAAT

Manfaat dari Nota Kesepakatan ini untuk mensinergikan Pelaksanaan
Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai dengan Tugas dan Fungsi PARA

PIHAK.

Pasal 3
LOKASI

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berlokasi di Kabupaten Kuningan.



Pancasila.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

a.
b.

(2)

(3)

(2)

sosialisasi dan inovasi pembudayaan nilai-nilai Pancasila;

internalisasi dan institusionalisasi  nilai-nilaj Pancasila dalam
pembentukan produk hukum daerah di lingkungan PIHAK KEDUA;
peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui kegiatan
pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;

tukar-menukar informasi terkait Pembinaan Ideologi Pancasila serta
kepakaran dan/atau ketokohan dalam rangka melaksanakan tugas dan
fungsi Pemerintah Kabupaten Kuningan; dan

kegiatan lain sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertugas menyusun perencanaan dan pelaksanaan
rencana kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

PARA PIHAK bertugas memanfaatkan dan menyediakan sumber daya
manusia, sarana prasarana yang tersedia pada masing-masing pihak
sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan
program dan kegiatan dari Nota Kesepakatan ini.

PARA PIHAK bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan
kegiatan pada rencana kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing
PIHAK.

Pasal 7
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), maka:

a. PIHAK KESATU menugaskan kepada Unit Organisasi terkait untuk
melaksankan Nota Kesepakatan ini.



b. PIHAK KEDUA menugaskan kepada Perangkat Daerah terkait
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaky untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas
kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau
mengakhiri Nota Kesepakatan ini, wajib memberitahukan secara tertulis
kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota
Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota
Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Masing-masing PIHAK menunjuk pejabat terkait untuk melakukan
pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11
KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat
sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara
tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau
melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya sebagai

berikut:



(2)

a. PIHAK KESATU

Instansi  : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia
u.p. : Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama
Alamat  : Jalan Veteran III Nomor 2 Jakarta

Telepon (021) - 3505200

Email - Persuratan@bpip.go.id.

b. PIHAK KEDUA
Instansi  : Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan

u.p. : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kuningan

Alamat  :Jalan R.E Martadinata Nomor 94 Ciporang, Kuningan,
45514

Telepon (0232) 872678

Email i info@bakesbangpol.kuningankab.go.id

Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana
tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan /atau
data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan
tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja
kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada
alamat terakhir yang diketahui.

Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab
kegiatan.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini
adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK
yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan
ini, seperti terjadinya bencana alam huru-hara, banjir, perang,
kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan
tertulis pihak berwenang.

Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan
kahar, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa
yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan
pernyataan tertulis PIHAK berwenang selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.



2 gsung terus hingga
melebihi jangka wakty 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat
untuk meninjau kembalj kesepakatan ini,

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14
ADDENDUM

Hal - hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini
dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk addendum yang
disepakati oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA
PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2
(dua) rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang
sama.

é}?///"
P HIDAJAT

-TIM KOORDINAS] KERJ SAMA DAERAH
: S ATEN KTINA

~ Ty g 5 ~ e
o L3575 « i K‘J:Lf.x-rlfi




BjRSIMIIRg
uep
eferye|o
uep epnwag
seuI(y

ueelepnqoy;
uep

ueyIpIpuag
seurq

uemjog

[od3ueqsoy
uepeg

didg

LIV
ISNV.LSNI

LIey Lreyos
uednpryay
werep
B[IseoueRy
fe[iu-reqiu ue
Jeuesyerow
Jedep
ue3uruny;
usjednqeyy
Ip Jnjerede
uep
Jesreredsew
Bnwog

HNOD.LNO

PC0CT Lreniqay ¢z :
v202/60/NON :
20z /z0/didg e/ [0'NON :

Injerede uep

Jexerefsewr
Beq
B[ISBOUR{
130[00pr
ueeuiquoad
ex3ues urerep
e[Iseoury
B[ISEOURYg re[ru-reqiu anjerede uep
Te[IN-Te[IN ueelepnquiad jeseredseur 1deq
ueelepnquag uep e[Iseour 13ojoopr
uep  ISesIjeIsos uejendusy ueeurquod
ueduruny| | jresjo) NLYSEM /1sesiersog exduel
uajednqeyy MVHId ueSusp ueeuesserod wreep e[iseoueq
1P e[iseouRy ISeuIpIoosog ‘g weep refiu-rerru B[ISEOURY
refiu reqiu NAas ISeUIp.10o3]1aq ueyningay| ueelepnquod Te[IN renN
uveweyewad | ejos euereseid uep rensos uep uejengduog ueefepnquiag
eAu uep eueres ue3unynp JIaquuasa(] agdy ueduruny| /1sesiersog Iseaour
ueNredweso, ueseIpaAusiy ‘1 USHISQWSIN ‘T] A | A | AT A | A p/s 1renuep /NEdVY usyednqey] UBRBUESYE[O] UED [SeSIeIsog
i o e : NVLVAVJdASHH
(4 VNVa
LadLno vaaEs AVHI LVt AviHd M M M M 0 ol JdTINNS ISVO1 “M.WM“M”N V.LON
| ¢ | ¢ (4 dNHONIT ONVNA
VMV DNNDDNVI NVA SVONL NOHV.L

ON

VTIISVONVd ID0OTOAAI NVVNISINAd NVVNVSIVIAd

[esdueg,
JOWON
JIOWON

elisedue  130[0op] ueeuIquog duejug],

uedurunyy uajednqey] yesoe(g JejuLiouwo
UBD 'Isauopuy syrqndoy E[IsedouR 130j09p]

UeBUIqUIsg uepeq erejuy uejeyedasay] ejoN uernduwe

VOUIN VNVONTY




Jeraeq
jerrejarsjog

wnyny
ueieg

yeroe( ueduruny
JeLrejoryag usjednqey
Ue | 1p eiseoury
YejuLiouragq rerru
Ble], verdeq | -requ ueduap
rensos

‘lod3ueqsoy | Suef wnny
uepeg npoad
/1semSaa

didg

eAupnfnmrog,

B[Isedued refru
-reqru uedusp
e[iseoueq ueduejusyioq
re[ru-reqru ueSuop Suef yeisep
ueduejuslioq wnny ynpoid
Suel /1semSou B[IseOUR]
Yeroep wnsny depeyioy re[ru-reqru ueSusp
Jnpouad /isenBaur ISEPUSWONO.I ueduejuslioq
depeyia uerLequad de33uerp
ISepuawoso.l wesdoixd Suedk yeisep uey
uensquod unsniusw uep eliqey /uernjerad
werdoid B[ISedUR{ rejiu depeyao
unsnAuow -reqiu weSusp ISepuowWos|al
Uep e[rsesueq rensss Juelk ueLequad vVNam
BlIseouRd | requ-refiu ueSusp yersep wnsny B1LISS elIsedURd | YHId uedunySuy
Te[ru-reqiu rensas 3uef | ynpoid /1senSou re[tu-reqiu ueduop P Yeloep
ueduap rensos Yersep wnsny ueunsnfluad rensos Suel wnny ynposd
3uek yeroep Anpouad /1serngar werep ynaas Yeioep (wnyny uesnjuequod
wnsny ueunsniuad MVHId uedusp ueyningayy Jnpoud /isemnSaa Werep erisedueq
3npoad Werep NLysasi ISeUuIpI003[Iaq rensos ueunsniusd re[iu-reqiu
/1senSax 3MVHId ueSusp uep uedunynp JIoquuasa(] agdy ueduruny| exduer urerep IsesIreuorsnynsur
eluepy ISBUIpIOOI.Iog UBHMSQUISN | A [ A | A | A | A p/s renuep /NEdY usjednqey] uedurduepusayg uep Isesieutojuy | g
B[ISBOUR]
Te[IN-Te[IN
ueelepnquiog
uep I1sesifersos
ueeuesyerod
eI} VAT
MVHId ueSusp
ISBUIPIOONID (g
B[IseouRq
13o100p]
UBBUIqUIS]
ISesIersog
eped
pqunserey
uexderfuspy -7
8 | 4 9 (s |+
|2 2| 2|2 VNVa NVLVIVdaSaN
LOdLNO Vaa®t HVHI Ty avad 0O/ 00|00 i L JFFNNS ISVYIOT ﬁ”ﬂ“ﬂ— V.LON ON
| 2 |l 2| 2 dNHADNIT ONVOA
‘ VAV DNNDONVL NVA SVONL NAOHV] L




ejesImLIRyg
wep
eSerye;o
uep epnuwsyg
seur(y

uedurunyy
uagednqeyy
Nasdsig

uedurunyy
usjednqey
ueefepnqoy
uep
UeHIpIpuag
seuI(]

LIey-Lreyos
uednpryoy
weep ises

renyedusw

jedep eyros
e[Isedoury
fe[iu-reqru
depey.s
‘epnw
Iserousg
Sprpuad

uep sefeSuad

edeus)

uedurunyy ‘anjerede
usjednqeyy ‘Was
3nod uep sejsedesy
uenyesay | ueyesBurusd
uepeg uep
ueueyewoad

didd | eAupnmmisy,

FNODILNO

eluyesBuruopy

0l

B[ISeOURq
Fefiu-reqiu
depeyoy
epnw
IseIousg
Siprpuad
uep Jeleduad
efeus)
‘mjerede
nas
sejisedes| uep
ueweyewad

LAadLNno

NLYSEN
MVHId uedusp BeIqnsed
ISeuIpIoO3Iaq UBRBUIqUIS]
uep uedunsnp ©lIo8
uesLIaquIa ueyneed uep ueIprpuad
exeIqnseg ueyIprpuad sosoxd mynw
ueeuIqua uejerdoy uejes3uruad
BLIOS mrepw epnpy exduer werep
ueynerad uep Isetousn B[ISeOURq
ueyiprpuad eISNUeRA uesiprpuad
uejerdoy eleq toqung uerelerad ejewr
mrepw epnpy seysedey uesipipuad
Iserouan) uerUESsy R uep yiprpuad
BISNUR vOaas edeus)
efe( Joquing MVHId 1suajaduoy]
sejisedesy ueSuap uejeydurusg
ueeUBSIE[Oq ISBUIPIOO3|I9q exeIqnseq
NLYSA uep ueeUIqUa
JMVHId uelusp uedunynp elIos
ISeulp.Ioo3Iaq UBNLIOQqQUIDN g ueynerad uep
uep uedunsinp Injerede 1eq ueipipuad
UeNUaquIDjy - e[IseouRy uejerdoy
Injerede 130100p] mefow
18eq e[iseouey uBBUIqWJ BPNA Isetsusn
130]09p] ueynerad uep eIsnuey
ueRUIqUOg ueyipipuad efeq toqung
ueynerad uep uejerday sejisedey
ueiprpuad mpefow UBBURSYE[9]
uejeidoy Injerede Jnjerede
mpefow BISNURH 13eq eqiseoury
amjerede efeq roquing 130[09p]
elsnuep sejisedey ueRUIqWag
ele( toquing ueeUERS RO ueynerad uep
sejisedesy wrerep uexipipuad B[IseOoURy 130]09p]
ueeURSe[O \ZeTeich uejerdoy UBRUIqUISg
uwrerep MVHIA mrepw ueyrnerad
NLYSA ue3uap anjerede uep ueyrprpuad
SVHId ue3uop ISBUIpI0O3I0q ueyningoy BISNUR uejerdoy mrepaw
ISeuIpIooy1aq uep rensos efe Joquing BISNUR ele(]
uep ueunynp ue3unynp Ioquiasa(] agdy ueuruny| sejisedey Isqung sejrsedey
uesLIDqUID) HONHOqUIOW: “Tf A | A1 Al A A | p/srenuep /N€EdV usrednqesyy UBeURSIe[o] uejeySurusg e
8 | 4 9] 9 14
[N 4 |z (4 VNVa NVLVAVdASEH
rheRa By QRVEE Vi 0O/ 0|0|o0/|o0 raaye JFGNNS ISVVOT “MMM“OU“M V.LON ON
| ¢ (4 (4 (4 dOXONIT DNV
VMV DNADONVL NVA SVOHNL NOHV.L




Nasdsig

elesmireq
uep
eSerye[o
uep epnwog
seulq

ueefepnqoy
uep
UeIpIpuayg
seurq

ISeuLIoju|

uep
Isesrunwoyy
seur(y

fod3ueqsayy
uepeg

didg

JLIVIEL
ISNV.LSNI

Il

uedurunyy
uajednqey
p

ereSou uep
esdueqioq
98
Neredsewroq
uednpryoy
werep
uesidersyip
yedep
e[IseouRq
fepru-reniN

HNWODLAO

Iseirenyse Uep jexerelsep Yox{oy
Jopur o303 ‘epnwr 1selouod
ueinynduad ‘epnu 1serousg epedoy efuure|
=7 epedoy eriseouey e[Iseoueq Jeyerelsew
uuensenq feqiu reqiu feqtu reqru usuodwosy
e[Isedueq uerespquiad uep | uerexoquiod uep uep jexerefsepy
130109p1 e[isedouey reqiu B[Isedueq reqiu o303
Lrefefodwotu -Te[iu 1sestenyye | -reqiu Isesiren)ye ‘epnu 1sesousd
Jnjun syopur s3apur epedoy efiseoueq
efuure| ueinynSuad ueinynSuad Te[Iu refru ue3urunyy
Jeserefse esduel esdues werep ueresjaquad uep uajednqey
usuodwosy werep ueyoyojox uejo3ojey e[Iseoued reqiu yejurawoayg
uep neje \CMU neje \CNU -rertu Isesieniye mmwdy uep qmwc—d
jexerefsew ueresedoy uerexedoy S3apur ueyeuesyeow
o030} BLISS ISBULIOJUT B}I9S ISBULIOjUT uennduad ey3uels
‘epnuw Teynuow reyn) Texnuaw resn) exduer werep ueyosojos
Iselsuod ueRUESE[O urBUESI{R[O] Weep ueyoyojoy neje/uep
‘NSV Werep NLysas werep ynaasi neje/uep ueresedsy elios
Suoiopuowr MVHId ueSuop JVHId ueSusp ueyningay uereyedsy | episeoueq 13oj09p]
Suek Iseoqerosioq Iseroqeosioq rensos B)ISS ISBULIOJU] ueRUIqUSg
uejerdoy uep uep Jaqurasa(y agdy uegdurunyy Texnuaw Tesn) Jres19) Isewniojur
efuepy ISBUIpPJIOO3Iog ISeutproodieg | A | A | A | A A | p/s Lrenuep /NEdv usjednqey] UBBUESYE[o] Teqnusw-rexny,
uesrprpuad
sasoxd njnux
uejey3uruad
eduer werep
B[IseouRq
ueyIprpuad
uereferad
ueipipuad ejew
sesoud nynw ueyipipuad
uejesduruad uep yiprpuad
exduer werep edeus;
e[IseouRg 1suajodwoy
ueyIprpuad uejesSuruag 4
uerelerod vNaas
ejew MAVHId
uesipipuad ue3usp
Uep SIpipuad IseurpIooyraq
edeusy uep
1suajoduwoy uedunynp
uereyduiuog ‘4 UBNLIDQWD ‘g
8 | 4 9.8 ¥
(4 2|2z |2 |2 VNVa NVLVAVJdISTH
IOdLno VOER I¥E ALVemI AVHId 00| 0|o0]|o0 ey o JdTINNS ISVOT ”M.WMM“M V.LON
(4 (4 |z |2 dNHONIT DNVNY
VAV DNADONV.L NVa SYONL NOHVL }L

ON




A

.,m....,.mm“: Y

Vaxis

N3LSiSy

AdE Wl
IANAHY Ity
* 00z, ,\\\
; ; > ®
== = o
-~ T\ . N £y
- YN W .
=\ 7N /<
(5
& S
X
3
nrL
T e
Joyesqipur
uep
Joperesy “eAuure|
siseqroq “eAuure| jexerefsew
uedurunyy B[IseouRq jeserefsew usuoduwoy
usjednqeyy Te[ru-reqru usuoduroy | uep jesferelsey
8 (4|9 | s | ¥
2| ¢ |2 |z|¢z VNVa NVLVAVJdASTH
WL AL NV.LVIDEH
uWn“W.”mm~= HNODILNO LNdLNo voam! HVEl QLVSER AVHI4 0 0 0 0 o it JFINNS ISVIOT WVADONJ V.LON ON
2|2 |2 |z (4 dNHUONIT HDNVON
VAV DNADONVL NVa SVONL NOHVI o




